8868

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.6, Oktober 2025

Analisis Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan
Dipengadilan Agama Gorontalo

Ariyanti S. Yatiti', Karmila Damariani Radjak?, Gito Alan Ali’, Andi Inar Sahabat?,
Muhammad Rachmad Tahir?
1.2.3.45Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia
E-mail: ariyantiyatiti@gmail.com!, karmilaradjak1993@gmail.com?, gitoalanali@gmail.com?,

andiinarsahabat@unugo.ac.id*, rahmatthirununugorontalo@gmail.com®

Article History: Abstract: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Received: 20 Agustus 2025 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikan batas
Revised: 20 September 2025 usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujaun untuk
Accepted: 01 Oktober 2025 melindungi anak dari resiko perkawinan dini. Meski

demikian, Undang-Undang tetap membuka ruang
pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan
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Perkawinan, Pertimbangan Dipengadilan  agama  Gorontalo,  permohonan
Hakim dispensasi menunjukan angka yang cukup tinggi,

terutama karena alasan kehamilan diluar nikah.
Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma
hukum ideal (das sollen) dan kenyataan praktik hukum
(das sein). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara hukum  penetapan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan
menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam
kasus kehamilan diluar nikah setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Menggunakan
pendekatan  hukum  empiris,  penelitian ini
menggabungkan statute approach terhadap UU
Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019, serata
case approach melalui analisis terhadap tiga putusan
pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen,
wawancara dengan hakim, orang tua pemohon,
petugas PTSP, dan observasi persidangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi
telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan batas
usia dengan pertimbangan kemaslahatan, terutama
dalam kondisi kehamilan di Iluar Kawin, sebagai
bentuk perlindungan hukum yang realistis dan
manusiawi.Penetapan Dispensasi kawin dipengadilan
agama gorontalo mencerminkan upaya hakim dalam
menyeimbangkan penegakan batas usia Perkawinan
dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar,
terutama dalam kasus kehamilan diluar Kawin.
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PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan
secara terpisah dari orang lain. Ketergantungan antarindividu, baik antara laki-laki maupun
perempuan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya meraih kebahagiaan serta menciptakan
kehidupan yang seimbang dan harmonis. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum untuk melangsungkan Perkawinan ditetapkan pada
usia 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dibatasinya usia menikah ini dengan
maksud menjaga kesiapan dan juga kondisi seorang suami dan istri beserta keturunanya, serta
terbentuknya asas dan prinsip mengenai Perkawinan dengan tujuan Perkawinan adalah untuk
mendapatkan keturunan dan juga ketenagan, cinta dan kasih sayang dalam hubungan berkeluarga,
pada prinsipnya bahwasanya Perkawinan itu untuk selamnya bukan untuk waktu sementara saja.
Sehingga calon pasangan yang hendak menikah agar mempersiapkan segalanya termasuk dari
segi umur untuk memastikan fikiran dan mental yang benar-benar matang.

Jika Perkawinan melibatkan anak dibawah umur, pemerintah telah menetapkan kebijakan
batas usia sebagai langkah pengaturan. Namun, dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak,
prosedur dispensasi Kawin dapat diajukan berdasarkan pasal 7 ayat 2. Istilah “ dimintakan
dispensasi” mengacu pada pemberian izin kepada seseorang untuk melangsungkan Perkawinan
meskipun usianya belum memenuhi batas minimal yang ditetapkaan dalam undang-undang.
Salah satu alasan utama pentingnya dispensasi kawin adalah adanya keadaan mendesak atau
situasi yang memaksa sehingga Perkawinan harus tetap dilaksanakan meskipun tidak memenuhi
syarat usia. Alasan tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata, tidak sekedar klaim semeta.
Bukti-bukti yang diperlukan meliputi suarat keterangan usia calon mempelai yang masih dibawah
umur batas usia sesuai dengan Undang-Undang, surat dari tenaga medis yang mendukung kondisi
kesehatan, serta peryataan dari orang tua kedua belah pihak mengenai urgensi pelaksanaan
Perkawinan.

Akan tetapi di Indonesia banyak sekali terjadi Perkawinan dibawah umur melalui perkara
Dispensasi kawin. Berdasarkan data pusat statistika proporsi perempuan dan Anak umur 20-24
tahun yang berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun selama tiga tahun terakhir yaitu pada
tahun 2021, 2022, dan 2023 mencapai 8,07% sehingga menempati peringakat ke-8 di Dunia dan
ke-2 di Asean. Data ini menunjukan bahwa meskipun ada perubahan regulasi terkait usia minimal
Perkawinan, Perkawinan dini masih merupakan masalah sosial yang signifikan Penyebab utama
terjadinya Perkawinan usia dini antara lain faktor kemiskinan, norma sosial, dan kurangnya akses
pendidikan Perkawinan Anak yang melanggar batas usia minimal mengancam hak dasar anak,
menyebabkan dampak positif dan psiskologis, serta meningkatkan resiko kemiskinan, stuntig,
putus sekolah, dan kangker serviks. Meskipun adanya peraturan ketat realitas dilapangan
menjukan bahwa pengajuan Dispensasi kawin masih didominasi dengan alasan mendesak, seperti
kehamilan diluar Kawin

Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan kasus Dispensasi kawin dengan jumlah
yang masih cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Seperti yang terdapat dalam tabel:

Jenis Putusan
Kabul | Tolak | Cabut | Gugur | No
1 2022 193 190 0 1 2 0

No | Tahun | Diterima




8870

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.6, Oktober 2025

2 2023 161 154 0 6 1 0
3 2024 112 102 0 7 0 3
Jumlah 466 446 0 14 3 3

Berdasarkan data tersebut jumlah pemohon Dispensasi kawin dipengadilan agama Gorontalo
dalam tiga tahun terakhir di yaitu tahun 2022-2024 menunjukan adanya tren penurunan yang
signifikan, dari 193 perkara pada tahun 2022 menjadi 112 perkara pada tahun 2024. Meskupun
jumlah pemohon menurun, tingkat perkara yang dikabulkan tetap sangat tinggi, mencapai lebih
dari 95% dari total pemohon. sementara tidak ada satupun perkara yang ditolak secara resmi.
Salah satu faktor dominan yang secara konsisten menjadi alasan dibalik banyaknya pemohon
Dispensasi Perkawinan adalah kondisi kehamilan diluar Kawin. Situasi ini menempatkan
menempatkan hakim pada posisi dilematis disatu sisi hakim diamanatkan untuk menegakan batas
usia Perkawinan demi kemaslahatan dan perlindungan Anak sesuai Undang-Undang, disisi lain
terdapat tekanan sosial dan moral yang kuat dari masyarakat untuk segera melegimitasi status
hubungan yang sudah terjadi demi menghindari aib keluarga, menjaga kehormatan dan
memberikan satatus hukum yang sah bagi Anak yang akan dilahirkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan
mekanisme pelaksanaan dispensasi perkawinan dipengadilan agama Gorontalo dalam konteks
sisttem hukum perkawinan di Indonesia, serta menganalisis landasan yuridis yang digunakan oleh
hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan praktik
perkawinan dibawah umur. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komperensif
mengenai bagaimana prosedur pemberian dispensasi kawin dijalnkan dan apa saja dasar
pertimbanggan hakim dalam menetpakan dispensasi perkawinan dipengadilan Agama
Gorontalo.penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu
hukum, khusunya dalam hukum perkawinan serta meningkatkan kesadaran masyaraakat tentang
pentingnya mematuhi batasan usia dalam perkawinan dan dampaknya, terhadap kualitas hidup
anak dan keluarga.

LANDASAN TEORI
1. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri. Dalam
konsep kepastian hukum yang dikemukakan, terdapat empat elemen fundamental yang menjadi
landasannya yaitu, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, hukum mencerminkan
suatu kenyataan sosial, fakta-fakta yang menjadi dasar dalam hukum harus dirumuskan, dan
hukum positif memiliki karakter tetap dan tidak boleh diubah secara sembarangan. Dengan
demikian, menurut pandangan Gustav, kepastian hukum dalam konteks dispensasi perkawinan
harus dipahami sebagai bentuk hukum positif yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat
secara adil dan terstruktur. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi, sekalipun dalam pelaksanaannya
hukum positif tersebut dianggap kurang ideal atau belum sepenuhnya mencerminkan rasa
keadilan.

Dalam kasus Dispensasi kawin, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur batas
usia atau syarat-syarat lain, prinsip keadilan harus diterapkan dengan mempetimbangkan kondisi
khusus masing-masing kasus Dispensasi kawin yang memungkinkan adanya penyesuaian
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terhadap ketentuan tersebut untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud dalam situasi yang
tidak dapat diprediksi oleh hukum umum dalam konteks ini, adalah bentuk penyesuaian atau
pengecualian terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai syarat-syarat Perkawinan, seperti
batas usia minimum. Proses ini harus dilakukan dengan
Mempertimbangkan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak
hanya adil bagi pihak yang mengajukan Dispensasi kawin tetapi juga harus konsisten dengan
prinsip-prinsip hukum yang luas. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan Dispensasi
kawin harus mempertimbangakan konteks 14 individu dan dampaknya terhadap calon mempelai,
sambil tetap menjaga kepastian hukum secara keseluruhan
2. Teori Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim merupakan tahap penting dalam proses persidangan, di mana majelis
hakim melakukan penilaian terhadap seluruh fakta dan bukti yang terungkap selama proses
pemeriksaan berlangsung di persidangan. Aspek ini sangat penting karena menjadi dasar bagi
putusan hakim yang mengandung nilai keadilan sekaligus kepastian hukum. Hakim dalam
menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang dan teori ration decidendi, dengan
mempertimbangkan semua aspek terkait untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi
pihak yang berperkara. Dalam teori kebijaksanaan, proses pertimbangan hakim tidak hanya
didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan peran kolektif dari
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membina serta melindungi individu yang
terlibat dalam perkara. Tujuannya adalah agar terdakwa, terutama dalam kasus pidana, dapat
diarahkan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Menurut Lilik Mulyadi, pada pertimbangan yuridis hakim adalah proses pemeriksaan elemen-
elemen delik untuk menentukan apakah tindakan terdakwa sesuai dan memenuhi tuduhan yang
diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menjadi relefan dan
menjadi dasar bagi amar atau diktum dalam putusan hakim. Pertimbangan ini lazimnya terbagi
menjadi dua bagian utama, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang
bersifat non-yuridis, seperti aspek sosiologis atau psikologis dari perkara yang sedang diperiksa.
Pertimbangan yuridi adalaha penilaian hakim berdasarkan bukti hukum dan aturan undang-
undang, serta teori dan konteks perkara, untuk mengabil keputusan yang adil. Faktor yang
meringankan atau ,memberatkan terdakwa juga diperhitungakan. Dan Pertimbangan non yuridis
ini berada diluar aspek hukum formal dan mencakup nilai-nilai sosial serta filosofis, tujuan dari
pertimbangan ini adalah untuk memastikan putusan hakim sejalan dengan rasa keadilan yang
hidup dimasyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam perkara
permohonan dispensasi kawin, hakim harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai
prioritas utama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan dijelaskan lebih lanjut dalam
Pasal 16. Dalam memutus perkara tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya alasan
yang mendesak, tetapi juga menilai kesiapan anak dari aspek fisik, psikologis, dan ekonomi.
Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan
keputusan, baik oleh pembuat kebijakan, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Penilaian
terhadap kepentingan terbaik anak mencakup berbagai aspek, antara lain identitas anak, pendapat
atau kehendak anak, tingkat kesejahteraan, relasi sosial, kondisi lingkungan, potensi
perkembangan diri, akses terhadap pendidikan, serta faktor-faktor pendukung lainnya yang
relevan dengan kebutuhan anak dalam jangka panjang
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METODE PENELITIAN

Jenis studi ini adalah kajian Empiris yang berfokus pada interpretasi data dari studi
lapangan. Studi ini mempelajari gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi secara langsung di
masyarakat, lembaga, atau negara (field research) nukan hanya berdasarkan literatur. Kajian ini
penting karena selain mengkaji norma hukum positif (Das sollen) juga menelaah penerapan
hukum terdebu dalam praktik di lembaga peradilan serta dampaknya pada realitas (das sein).
Dengan kata lain pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum di
lapangan dan menganalisisnya menggunakan teori yang sesuai. Dalam penelitian ini
menggunakan dua pendektan utama yaitu, pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan perudanga-ndangan digunakan untuk
menelaah aturan yang terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun
2019. Tujuannya adalah untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur
dispensasi perkawinan, pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma hukum
dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara rinci
tiga putusan/penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Gorontalo yang relevan
dengan alasan kehamilan di luar nikah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalah data
yang diperoleh langsung dari sumber pertamaa, seperti wawancara atau kuesioner. Dalam
penelitian ini, sumber data primer meliputi keterangan dari hakim pengadilan, orang tua pemohon
dispensasi kawin, juru sitaa dan petugas pelayanan satu pintu (PTSP) dipengadilan agama
Gorontalo dan data Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak laangsung dari
sumber lain, seperti dokumen, buku, jurnal, atau peraturan yang sudah dikumpulkan dan
dipublikasikan oleh pihak lain. Dalam penelitian inni, data sekunder meliputi peraturan
perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan
hukum perkawinan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu,
Observasi adalah cara mengumpulakan data dengan melihat dan mencatat apa yang terjadi pada
objek yang diteliti Observasi dilakukan di ruang sidang pengadilan agama gorontalo untuk
melihat langsung proses pengadilan dalam menangani permohonan Dispensasi Perkawinan.
Penelitian ini tidak hanya mengamati jalanya persidang, tetapi juga bagaimana hakim dalam
memutuskan perkara serta interaksi antar pihak pengadilan dengan pemohon, Wawancara adalah
cara mengumpulakan informasi denganbertanya langsung dan mendengar jawaban dari orang
yang diwawancarai. Metode pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung yang telah disebutkan, guba
memperoleh data verbal berupa presfektif, alasan, dan pengalaman langsung dengan proses
permohonan dispensasi perkawinan dipengadilan agama gorontalo.serta Metode Dokumentasi
adalah cara memnfaatkan data tertulis atau tercatat, seperti buku dan dokumen, sebagai sumber
informasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulakan dari dokumen yang relevan dengan kasus
dispensasi perkawinan dipengadilan agama gorontalo, termasuk salinan putusan pengadilan yang
menjadi objek studi kasus.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan mengorganisir hasil
obsevasi. Wawancara, dan sumberlainya. Secara sistematis untuk memperdalam pemahamam
peneliti dan menyajikan temua kepada oraang lain Data primer dan sekunder yang terkumpul
dianlaisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan reduksi data yaitu memilih dan
memfokuskan informasi yang relevan dengan rumusan masalah. data telah direduksi disajikan
dalam narasi sistematis atau kutipan penting dari putusan dan wawancara untuk memudahkan
pemahaman. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pemberian dispensasi perkawinan dipengadilan agama dalam persfektif
hukum perkawinan di Indonesia.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki
kewenangan dalam menangani perkara perdata khusus bagi umat Islam. Lembaga ini didirikan
dan beroperasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahan
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas pelayanan terpadu satu
pintu (PTSP) adapun prosedur pengajuan dispenasi kawin dipengadilan agama gorontalo yaitu
sebagai berikut:

1. Pendaftaran permohonan

Pemohon Dispensasi Perkawinan adalah orang tua atau wali dari Anak yang akan menikah sesuai
dengan pasal 6 PERMA No 5 tahun 2019. Permohonan diajukan ke PTSP Pengadilan Agama
Gorontalo dan harus disertai dokumen pendukung seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat
penolakan KUA, bukti sekolah, surat kesehatan, dan rekomendasi terkait, seperti surat
permohonan orang tua terkait pengajuan dispensasi perkawinan oleh calon mempelai.

2. Verifikasi berkas

Kemudian petugas ptsp melakukan verifikasi berkas permohonan apabila berkas dinyatakan
lengkap, pemohon akan didaftarkan dan diberikan nomor register. dicatat dalam register perkara.
Pengadilan kemudian menjadwalkan sidang untuk memeriksa permohonan tersebut

3. Penetapan hari sidang

Penetapan Jadwal, Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal sidang pertama. Prinsip
Pembuktian, Proses pembuktian dalam persidangan mengikuti tata cara hukum acara perdata,
dengan beberapa prinsip utama yaitu : Beban Pembuktian (Actori Incumbit Probatio)Pemohon
wajib membuktikan adanya "alasan sangat mendesak" yang menjadi dasar permohonan mereka,
dan Hakim Bersifat Aktif (Inquisitoir): Hakim memiliki peran proaktif dalam menggali fakta dan
bukti untuk menemukan kebenaran materiil demi "Kepentingan Terbaik Bagi Anak."

4. Prosedur pebuktian dipersidangan

Pada tahap ini, hakim akan secara cermat memeriksa semua alat bukti. Ini meliputi Bukti Surat
dan bukti saksi.bukti surat Pemohon akan menyerahkan semua dokumen pendukung. Hakim akan
memverifikasi keaslian dan relevansi dokumen tersebut. Dan Bukti Saksi, Pemohon akan
menghadirkan saksi yang keterangannya akan digali oleh hakim. Keterangan Calon Mempelai:
Ini adalah tahap krusial di mana hakim wajib mendengarkan langsung dari calon mempelai untuk
memastikan tidak ada paksaan dan mereka memahami konsekuensi pernikahan.

5. Penyelesaian tahapan pembuktian

Setelah semua bukti dianggap cukup, tahap pembuktian dinyatakan selesai. Hakim akan
melakukan musyawarah untuk menimbang semua fakta dan bukti yang ada. Musyawarah ini
bertujuan untuk menentukan apakah "alasan sangat mendesak" sudah terbukti dan apakah
pengabulan permohonan sejalan dengan prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak

6. Putusan/penetapan

Putusan/ penetapan adalah tahap akhir di mana hakim membacakan putusan, yang dalam kasus



8874

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

Vol.4, No.6, Oktober 2025

1

permohonan dispensasi disebut "Penetapan". Putusan ini akan menjelaskan pertimbangan hukum

hakim dan keputusan final, apakah permohonan dikabulkan, ditolak, atau digugurkan. Jika
dikabulkan, penetapan ini akan menjadi dasar hukum untuk melangsungkan pernikahan di KUA.

Berdasarkan penjelasan tersebut tahapan ini tidak hanya sebatas administrasi atau
formalitas hukum, tetapi juga melibatkan penilaian mendalam oleh hakim terhadap kondisi riil
yang dihadapi pemohon. Meskipun ada prosedur baku (pendaftaran, verifikasi, persidangan),
peran aktif hakim dan kewajiban untuk mendengarkan langsung calon mempelai menjadi bagian
penting yang memastikan setiap putusan didasarkan pada prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi
Anak" dan kemaslahatan umum, bukan sekadar aturan tertulis. Mekanisme pemberian Dispensasi
Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan adanya upaya adaptasi antara
kerangka hukum positif dan realitas sosial yang berkembang. Dari perspektif hukum Perkawinan
di Indonesia, khususnya pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama
Gorontalo telah secara formal mematuhi prosedur yang ditentukan, di mana penolakan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pintu gerbang wajib bagi pemohon untuk mengajukan
Dispensasi ke pengadilan. Hal ini menegaskan fungsi KUA sebagai garda terdepan dalam
penegakan batas usia Perkawinan yang baru, sekaligus memastikan bahwa permohonan
Dispensasi merupakan upaya hukum terakhir.

Aspek prosedur yang dilakukan dengan Hakim Tunggal dan suasana non-formal di
persidangan menunjukkan kepatuhan terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan
pada pendekatan persuasif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Anak. Keberadaan
angka ratusan kasus setiap tahunnya juga menegaskan bahwa permasalahan Perkawinan dini
masih merupakan tantangan signifikan yang belum sepenuhnya teratasi. Lebih lanjut, mekanisme
penolakan atau tidak diterimanya permohonan yang sudah melangsungkan Perkawinan tanpa
Dispensasi menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Gorontalo dalam menjaga kepastian
hukum prosedural. Artinya, meskipun ada fleksibilitas dalam menafsirkan "alasan sangat
mendesak", pengadilan tetap tidak akan melegitimasi praktik Perkawinan di luar jalur hukum
yang telah ditetapkan, sehingga menuntut kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, mekanisme yang berjalan di Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan
upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum positif yang progresif dengan
responsivitas terhadap dinamika sosial dan budaya lokal. Meskipun demikian, dominannya
alasan kehamilan di luar nikah sebagai pemicu Dispensasi mengindikasikan bahwa mekanisme
ini, pada praktiknya, lebih sering berfungsi sebagai upaya 'legalisasi darurat' atas situasi yang
sudah terjadi, daripada sebagai upaya preventif efektif untuk menunda Perkawinan Anak

2. Pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Gorontalo

Dalam setiap proses persidangan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo,
pertimbangan hakim merupakan inti dari pengambilan keputusan yudisial. Secara mendasar, yang
dimaksud dengan pertimbangan hakim merujuk pada proses analisis hukum yang dilakukan
secara sistematis oleh seorang hakim dalam rangka mencapai suatu putusan. Proses ini mencakup
interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, evaluasi atas fakta-fakta yang
disampaikan oleh para pihak yang bersengketa, serta penetapan akibat hukum yang sesuai dengan
persoalan yang diperiksa. Dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, khususnya merujuk
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperjelas melalui Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim
diwajibkan untuk mendasarkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip hukum dan ketentuan
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normatif yang bersifat mengikat. Dalam setiap sesi persidangan, Hakim memiliki tanggung
jawab moral dan yudisial untuk memberikan nasehat yang komprehensif kepada pemohon (orang
tua) dan calon mempelai mengenai berbagai risiko dan konsekuensi yang melekat pada
Perkawinan di bawah umur. Nasehat ini mencakup aspek-aspek krusial seperti keberlanjutan
pendidikan wajib belajar 12 tahun, kesehatan reproduksi yang belum matang, tantangan ekonomi
dan psikologis yang akan dihadapi, serta implikasi sosial dari tanggung jawab Perkawinan di usia
muda.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret mengenai pola pertimbangan Hakim
di Pengadilan Agama Gorontalo, peneliti menganalisis tiga studi kasus penetapan Dispensasi
Perkawinan yang diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah. Ketiga kasus ini dipilih karena
merepresentasikan kondisi faktual yang umum terjadi, dengan variasi usia calon mempelai dan
latar belakang ekonomi, namun menunjukkan konsistensi dalam putusan yang mengedepankan
solusi atas mafsadah sosial. Pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan
interaksi kompleks antara penegakan hukum positif Das Sollen dan responsivitas terhadap
realitas sosiologis Das Sein di masyarakat Gorontalo. Penolakan dari KUA kemudian menjadi
dasar legalitas formal bagi pengadilan untuk memproses permohonan Dispensasi ini. Ini
mencerminkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo cenderung berfungsi sebagai "solusi darurat"
untuk melegitimasi suatu keadaan yang telah terjadi, daripada sebagai benteng preventif terhadap
Perkawinan Anak.

Para hakim menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kewajibannya untuk menggali,
memahami, dan menerapkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam
masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
Realitas bahwa masyarakat Gorontalo sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan
melihat Perkawinan sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan izzah (kemuliaan) setelah
kehamilan di luar nikah, sangat memengaruhi putusan Hakim. Selain itu, prinsip hukum
"Kepentingan Terbaik bagi Anak" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019, digunakan sebagai landasan yuridis utama dalam mempertimbangkan dan
memutus permohonan dispensasi perkawinan.

Hakim menginterpretasikan prinsip ini sebagai kebutuhan untuk memberikan status

hukum yang jelas dan sah bagi Anak yang akan lahir, memastikan perlindungan nasab, dan
menyediakan lingkungan keluarga yang diakui secara hukum. Pertimbangan mengenai
kemampuan ekonomi calon suami, meskipun bervariasi dari Rp800.000,- hingga Rp3.000.000,-,
dinilai cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga, memperkuat argumen untuk
kemaslahatan Anak yang akan lahir. Fokus pada nasab dan status hukum ini menunjukkan
prioritas pada aspek legalitas dan penerimaan sosial Anak, meskipun tantangan lain terkait
kematangan usia orang tua (psikologis, pendidikan, kesehatan) mungkin tetap ada pasca-
Perkawinan.
Selain itu, analisis penulis juga menemukan adanya peran penting dari upaya non-yuridis yang
dilakukan oleh hakim. Sebelum mengambil keputusan, hakim tidak hanya mendengarkan
keterangan dari pemohon dan calon mempelai, tetapi juga memberikan nasihat dan arahan
(bimbingan rohani) tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Meskipun bimbingan ini
bersifat preventif, pada akhirnya putusan yang diambil tetap berorientasi pada penyelesaian
masalah yang dihadapi oleh pemohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan
hakim di Pengadilan Agama Gorontalo merupakan perpaduan antara pendekatan legal-formal dan
pendekatan sosiologis-etis, yang secara holistik bertujuan untuk mencari solusi terbaik demi
keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat



8876

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.6, Oktober 2025

KESIMPULAN

Proses pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Prosedur ini melibatkan tahapan pendaftaran di PTSP,
verifikasi berkas termasuk surat penolakan KUA sebagai syarat formal, hingga proses
persidangan dengan Hakim Tunggal yang memberikan nasehat dan mendengarkan pihak-pihak
terkait. Tren data statistik selama tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan adanya
penurunan jumlah permohonan Dispensasi kawin, yang mungkin mengindikasikan dampak
positif dari upaya sosialisasi undang-undang baru. Namun, Pengadilan Agama Gorontalo tetap
menunjukkan penegakan prosedur yang ketat, dibuktikan dengan klasifikasi putusan seperti
permohonan ditolak atau tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat prosedural atau
substansial, termasuk jika Perkawinan sudah dilangsungkan tanpa izin pengadilan

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan: Pertimbangan Hakim di
Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan sangat dipengaruhi
oleh faktor "alasan sangat mendesak", di mana kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan
dan paling sering dikabulkan. Hakim secara konsisten menyeimbangkan antara Das Sollen
norma batas usia 19 tahun dalam UU Perkawinan dan Das Sein realitas sosial dan moral berupa
kehamilan serta tekanan aib keluarga. Selain itu, prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak"
(berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019) diinterpretasikan Hakim sebagai upaya untuk
memberikan kepastian status hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Anak yang akan lahir
melalui Perkawinan yang sah, terlepas dari usia orang tuanya yang masih di bawah umur.
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